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ABSTRAK 

 

Praktik mafia tanah merupakan kejahatan terorganisir yang mengancam 

kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam sistem hukum agraria 

Indonesia. Modus yang digunakan meliputi pemalsuan sertifikat, manipulasi data, 

dan penyalahgunaan prosedur administrasi pertanahan akibat lemahnya sistem 

pendaftaran dan pengawasan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu 

reformasi peran lembaga pertanahan dalam perspektif hukum agraria serta 

pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah dalam 

mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum 

primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi 

hukum yang sistematis dan terarah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan pertanahan 

perlu dilakukan melalui digitalisasi pendaftaran tanah, penguatan pengawasan, 

serta penegakan hukum yang tegas dan terintegrasi. Pencegahan mafia tanah hanya 

efektif apabila didukung oleh transparansi administrasi, sinergi antar lembaga, dan 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan hak atas tanah. 

 

Kata Kunci: Mafia Tanah, Hukum Agraria, Kepastian Hukum, Perlindungan Hak.
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ABSTRACT 

 

Land mafia practices constitute organized crime that threaten legal certainty 

and the protection of land rights within Indonesia’s agrarian law system. The 

modus operandi includes certificate forgery, data manipulation, and abuse of land 

administration procedures resulting from weaknesses in registration and 

supervision systems. This study formulates two main issues: the reform of the role 

of land institutions from the perspective of agrarian law, and the prevention and 

solutions to land-related criminal acts committed by land mafia in order to achieve 

legal certainty and protection of community land rights. 

This research employs a normative juridical method using statutory, 

conceptual, and case approaches. Secondary data consisting of primary and 

secondary legal materials are analyzed qualitatively to produce systematic and 

well-grounded legal arguments. 

The results indicate that institutional reform in the land sector must be 

carried out through the digitalization of land registration, strengthened supervision 

mechanisms, and firm and integrated law enforcement. Prevention of land mafia 

practices will only be effective if supported by transparent land administration, 

inter-agency coordination, and increased public legal awareness to ensure legal 

certainty and protection of land rights. 

 

Keywords: Land Mafia, Agrarian Law, Legal Certainty, Protection of Rights.
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ABSTRAK 

 

Prakték mafia taneuh mangrupa kajahatan terorganisir anu ngancem kana 

kapastian hukum sareng perlindungan hak atas taneuh dina sistem hukum agraria 

di Indonésia. Modus anu dipaké di antarana pamalsuan sértipikat, manipulasi data, 

sareng panyalahgunaan prosédur administrasi pertanahan akibat can optimalna 

sistem pendaptaran sareng pangawasan. Panalungtikan ieu ngarumuskeun dua 

pasualan utama, nyaéta réformasi peran lembaga pertanahan dina perspektif hukum 

agraria, sareng pencegahan ogé solusi tindak pidana pertanahan ku mafia taneuh 

dina raraga ngawujudkeun kapastian hukum sareng perlindungan hak masarakat. 

Panalungtikan ieu ngagunakeun métode yuridis normatif kalayan pendekatan 

peraturan perundang-undangan, konseptual, sareng kasus. Data sékundér anu 

ngawengku bahan hukum primér sareng sékundér dianalisis sacara kualitatif pikeun 

ngahasilkeun argumentasi hukum anu sistematis sareng terarah. 

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén réformasi kelembagaan pertanahan 

kedah dilaksanakeun ngalangkungan digitalisasi pendaptaran taneuh, nguatkeun 

mékanisme pangawasan, sareng panegakan hukum anu tegas tur terpadu. 

Pencegahan prakték mafia taneuh bakal langkung éféktif upami dirojong ku 

administrasi pertanahan anu transparan, sinergi antar lembaga, sareng ningkatna 

kasadaran hukum masarakat pikeun ngajamin kapastian hukum sareng 

perlindungan hak atas taneuh. 

 

Kecap Konci: Mafia Taneuh, Hukum Agraria, Kapastian Hukum, Perlindungan 

Hak



 
 

 

PENDAHULUAN 

        Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan tanah sebagai 

sumber daya strategis dalam kehidupan masyarakat. Landasan konstitusional 

pengaturan tanah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini 

menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam penyusunan kebijakan agraria 

nasional. Negara memiliki peran menguasai bukan dalam arti memiliki, 

melainkan sebagai pengatur, pengelola, dan pengendali agar pemanfaatan tanah 

memberikan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

        Penguasaan negara atas tanah harus dimaknai dalam konteks pengendalian 

kebijakan dan perlindungan hak masyarakat, bukan pengambilalihan hak milik 

rakyat. Prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hadir sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945. UUPA ini menempatkan setiap hak atas tanah sebagai hak 

yang memiliki fungsi sosial, di mana penggunaannya harus ditujukan bagi 

kesejahteraan bersama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi 

atau kelompok tertentu. 

        Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya 

terwujud. Berbagai konflik agraria dan kasus mafia tanah di berbagai daerah 

menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta 

belum optimalnya peran lembaga pertanahan dalam mencegah tindak pidana 

pertanahan. Regulasi modern dan tantangan digitalisasi administrasi pertanahan 

ikut mempengaruhi efektivitas perlindungan hak atas tanah dalam praktik 

kelembagaan. 

        Fenomena mafia tanah semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa 

tahun terakhir. Mereka bekerja dengan modus pemalsuan dokumen, manipulasi 

data, dan kolusi dengan oknum aparat pemerintah maupun penegak hukum. 

Mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu 

stabilitas hukum serta iklim investasi di Indonesia. Perilaku ini pada hakikatnya 

merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang menggerus legitimasi negara 

dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Akibatnya, masyarakat 

menjadi semakin skeptis terhadap lembaga pertanahan dan aparat hukum yang 

perannya oleh negara ditugasi memberikan pelayanan administrasi pertanahan 

dan perlindungan terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. 

        Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengatur 

dan mengawasi administrasi pertanahan. Tugasnya meliputi pendaftaran tanah, 
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penerbitan sertifikat hak atas tanah, pemetaan bidang tanah, serta penyelesaian 

sengketa melalui jalur administratif dan mediasi. Secara normatif (das sollen), 

ATR/BPN diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian 

hukum dan menjamin perlindungan hak masyarakat atas tanah. Akan tetapi, 

dalam kenyataan (das sein), berbagai laporan menunjukkan kecenderungan 

adanya indikasi keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus mafia 

tanah, yang kemudian menimbulkan penurunan kepercayaan publik. 

        Kasus yang terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melalui Putusan 

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 

November 2022, menjadi contoh konkret praktik mafia tanah yang melibatkan 

penggunaan dokumen palsu serta kolusi antara oknum pejabat dan pihak swasta 

dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan hasil penelitian Maulana 

Arba’ Satryadin pada tahun 2023 dalam UIR Law Review, putusan tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menjadi yurisprudensi penting dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di Indonesia. Kajian 

terhadap putusan ini menunjukkan adanya benturan antara norma hukum yang 

secara tegas melarang pemalsuan dokumen dengan praktik administratif yang 

justru melindungi pelaku kejahatan pertanahan.  

        Selain itu, kasus mafia tanah di Bekasi menegaskan bahwa persoalan tanah 

tidak hanya menyangkut masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan aktor 

profesional hukum. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 18 Juli 2023, yang mengadili 

perkara pemalsuan dokumen pertanahan dengan terdakwa seorang advokat yang 

diduga menjadi bagian dari jaringan mafia tanah. Putusan ini telah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht), karena tidak terdapat upaya hukum banding atau kasasi 

yang diajukan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pelemahan integritas 

sistem hukum, di mana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi 

pelindung keadilan justru terlibat dalam praktik penyimpangan hukum. Dari sisi 

das sollen, sistem hukum pidana dan administrasi pertanahan menuntut adanya 

verifikasi dokumen yang ketat, namun das sein memperlihatkan kenyataan 

bahwa praktik pemalsuan dokumen masih dapat lolos melalui kolusi antara aktor 

hukum dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem peradilan. Oleh 

karena itu, kasus Bekasi menggambarkan kompleksitas persoalan mafia tanah 

yang telah menjalar hingga ke lembaga hukum formal dan menimbulkan urgensi 

penguatan sistem pengawasan serta akuntabilitas profesi hukum dalam 

pencegahan tindak pidana pertanahan. 

        Kasus mafia tanah di Bali juga memberikan gambaran nyata mengenai 

penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pertanahan. Studi terbaru 

menunjukkan bahwa praktik mafia tanah di Bali kerap dikaitkan dengan tindak 

pidana korupsi, di mana pelaku memanfaatkan dokumen pertanahan palsu serta 
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kolusi dengan aparat setempat untuk menguasai lahan bernilai tinggi. Hal ini 

menjadi ancaman serius karena Bali adalah daerah dengan nilai tanah tinggi 

akibat pariwisata. Das sollen dari hukum agraria mewajibkan transparansi, 

akuntabilitas, serta pemberian sanksi tegas terhadap setiap bentuk manipulasi 

dokumen. Namun, das sein yang terjadi menunjukkan lemahnya investigasi dan 

mitigasi hukuman, sehingga mafia tanah dapat bertahan dalam waktu lama. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi dan mafia tanah seringkali 

berkelindan secara struktural. 

        Dari sudut pandang hukum agraria, prinsip keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan menjadi pondasi utama yang diatur dalam UUPA 1960.  Namun, 

mafia tanah justru menegasikan prinsip tersebut dengan memanfaatkan tanah 

untuk kepentingan segelintir pihak. Tanah yang seharusnya digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat berubah menjadi sarana akumulasi 

keuntungan ilegal. Di sinilah relevansi penelitian ini: menelaah bagaimana 

hukum agraria yang sudah ada ternyata belum cukup mampu mencegah 

penyalahgunaan. Analisis yuridis terhadap peran ATR/BPN akan membantu 

menjawab sejauh mana lembaga ini telah menjalankan mandat UUPA secara 

konsisten. 

        Selain kerangka hukum nasional, sejumlah regulasi turunan juga berperan 

penting. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah memberikan kerangka 

baru dalam tata kelola agraria. Regulasi ini bertujuan memperkuat kepastian 

hukum dengan sistem pendaftaran yang lebih transparan. Namun, implementasi 

di lapangan masih menghadapi  kendala. Penelitian Tetama (2023) menegaskan 

bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pendaftaran tanah 

elektronik masih menghadapi tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi 

hukum, yang justru membuka peluang penyalahgunaan. 

        Kelemahan regulasi dan implementasi birokrasi ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan besar antara norma hukum agraria dengan realitas lapangan. Secara 

das sollen, hukum agraria menuntut keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak. 

Namun dalam das sein, mafia tanah berhasil mengeksploitasi setiap kelemahan 

sistemik, baik melalui birokrasi, aparat penegak hukum, maupun celah 

teknologi. Hal ini menjadi dasar akademik mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan secara mendalam, tidak hanya menilai regulasi, tetapi juga praktik 

kelembagaan di lapangan. 

        Urgensi penelitian ini juga terlihat dari aspek praktis. Mafia tanah 

menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan. Kerugian 

negara akibat mafia tanah dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, 

sementara masyarakat kecil kehilangan hak dasar atas tanah mereka. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakadilan struktural yang mengganggu stabilitas sosial. Maka, 
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analisis akademik yang menyoroti peran ATR/BPN dalam pencegahan bukan 

hanya relevan, tetapi juga strategis untuk menjawab tantangan kebijakan 

pertanahan nasional. 

        Secara normatif, ATR/BPN memiliki perangkat hukum yang cukup 

memadai. Namun, kesenjangan antara norma dan praktik tetap besar. Misalnya, 

penggunaan dokumen elektronik pertanahan seharusnya memperkecil ruang 

pemalsuan, tetapi mafia tanah masih bisa memanfaatkan wilayah yang belum 

terdigitalisasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peran ATR/BPN dalam 

pencegahan harus dilihat secara menyeluruh: tidak hanya regulasi, tetapi juga 

kesiapan infrastruktur, budaya hukum, dan integritas aparat. 

        Sejauh ini, sebagian besar penelitian mengenai mafia tanah di Indonesia 

hanya menekankan aspek pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan 

administratif. Penelitian yang secara khusus menyoroti peran kelembagaan 

ATR/BPN sebagai lembaga pencegah tindak pidana pertanahan masih sangat 

terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa literatur hukum agraria belum 

cukup memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas lembaga 

pertanahan dalam mencegah praktik mafia tanah. Oleh karena itu, penelitian ini 

memiliki novelty karena tidak hanya membahas mafia tanah dari sisi pidana, 

tetapi juga menelaah peran kelembagaan ATR/BPN secara kritis, sehingga dapat 

memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. 

        Dari perspektif urgensi, penelitian ini termasuk dalam kategori should be 

done. Mafia tanah merupakan masalah nasional yang terus berkembang dan 

hingga saat ini belum ditemukan solusi yang efektif. Penelitian ini, melalui 

kontribusi teoretis dan praktis, diharapkan dapat membantu pemerintah dan 

masyarakat memahami akar permasalahan serta menawarkan alternatif solusi 

yang aplikatif. Dengan demikian, secara akademik maupun praktis, penelitian 

ini memang penting untuk dilaksanakan. 

        Berdasarkan uraian di atas, fokus utamanya adalah menganalisis peran 

ATR/BPN dalam pencegahan tindak pidana pertanahan, dengan studi kasus pada 

dinamika mafia tanah di Indonesia, sehingga judul penelitian ini dirumuskan 

sebagai: “MEREFORMASI PERAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM 

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN ATAS MAFIA 

TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA.” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian 

deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan memberikan 

gambaran menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek atau 

fenomena hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap fakta 
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yang ditemukan untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang 

berlaku. 

       Pendekatan deskriptif analitis ini digunakan untuk menjelaskan 

realitas praktik kelembagaan pertanahan yang muncul dalam kasus-kasus mafia 

tanah, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan 

norma hukum positif yang berlaku, seperti UUPA 1960, PP No. 18 Tahun 2021, 

Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025. 

       Penelitian ini secara eksplisit menjadikan analisis perbandingan antara 

das sollen dan das sein sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas 

peran lembaga pertanahan dalam pencegahan tindak pidana pertanahan. 

       Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemaparan 

norma secara deskriptif, tetapi juga berupaya memberikan analisis kritis 

terhadap kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan 

realitas praktik di lapangan (das sein). Melalui analisis tersebut, diharapkan 

dapat ditemukan pola peran kelembagaan pertanahan yang lebih ideal dalam 

mencegah tindak pidana pertanahan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum 

agraria di Indonesia, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya. 

       Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif dengan mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 

peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum 

yang mengatur kewenangan serta fungsi Kementerian ATR/BPN dalam 

mencegah praktik mafia tanah, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria 

Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN 

No. 3 Tahun 2023 tentang digitalisasi dokumen pertanahan, serta Permen 

ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 mengenai pelimpahan kewenangan. Analisis 

terhadap regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana norma 

hukum positif memberikan landasan pencegahan terhadap tindak pidana 

pertanahan. 

       Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji 

beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik mafia tanah, seperti 

Putusan PN Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022, Putusan PN Bekasi Nomor 

484/Pid.B/2023/PN Bks, serta perkara mafia tanah di Bali. Melalui studi putusan 

tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana praktik peradilan 

memposisikan peran lembaga pertanahan dalam proses pencegahan maupun 

penegakan hukum. 

       Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian diarahkan 

untuk menilai keselarasan antara norma agraria yang berlaku dengan praktik 

administrasi pertanahan di lapangan, sekaligus merumuskan rekomendasi bagi 
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penguatan sistem hukum agraria yang lebih efektif dalam menghadapi mafia 

tanah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Metode Penelitian Hukum, penelitian 

hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menitikberatkan pada 

kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum sebagai bahan 

hukum sekunder. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma 

yang harus dianalisis secara sistematis, logis, dan argumentatif guna menemukan 

asas, konsistensi, serta sinkronisasi antar ketentuan hukum. Dalam konteks 

tersebut, penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus merupakan bentuk konkret dari metode yuridis normatif, 

karena keduanya bertujuan untuk menelaah konstruksi norma h5ukum sekaligus 

penerapannya dalam praktik peradilan.



 
 

 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Yuridis dan Reformasi Peran Lembaga Pertanahan dalam 

Menghadapi Mafia Tanah 

Praktik mafia tanah menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan 

Indonesia belum memiliki daya imun struktural terhadap penyalahgunaan 

kewenangan. Fenomena sertifikat ganda, manipulasi data yuridis, pemalsuan 

riwayat tanah, hingga perubahan data tanpa dasar hukum yang sah membuktikan 

adanya kelemahan serius dalam mekanisme verifikasi dan pengawasan internal. 

Persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kejahatan individual semata, 

melainkan sebagai refleksi kegagalan sistem hukum administrasi pertanahan 

dalam menjalankan fungsi kontrol. Lemahnya sistem validasi dokumen dan 

pengawasan internal menjadi faktor utama berkembangnya praktik mafia tanah 

secara sistemik. Hal ini menempatkan problem mafia tanah sebagai persoalan 

struktural, bukan semata-mata kriminalitas sporadis. 

Secara normatif, lembaga pertanahan menjalankan mandat konstitusional 

melalui pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas tanah yang bertujuan 

menjamin kepastian hukum dan keadilan distribusi agraria. Namun efektivitas 

pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum masih menghadapi 

problem implementasi yang serius. Kelemahan integrasi data dan kurang 

optimalnya prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat membuka ruang 

manipulasi administratif. Artinya, konstruksi normatif pendaftaran tanah sebagai 

alat perlindungan hukum belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik 

administratif, sehingga terjadi kesenjangan nyata antara das sollen dan das sein. 

Secara yuridis, pelaksanaan Hak Menguasai Negara dalam bidang 

pertanahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan kewenangan 

negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pendaftaran tanah guna 

menjamin kepastian hukum. Ketentuan Pasal 19 UUPA secara eksplisit 

memerintahkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen 

perlindungan hukum bagi pemegang hak. Perintah normatif tersebut kemudian 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah serta diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan 

Pendaftaran Tanah. Namun dalam praktiknya, desain normatif tersebut belum 

sepenuhnya mampu membangun sistem verifikasi dan pengawasan yang kedap 

terhadap manipulasi administratif. Kelemahan dalam implementasi asas kehati-

hatian dan validasi data menunjukkan bahwa problem mafia tanah tidak semata-
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mata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kelemahan operasionalisasi 

norma tersebut dalam struktur kelembagaan. 

Reformasi melalui digitalisasi layanan pertanahan kerap diposisikan 

sebagai solusi struktural. Namun pendekatan teknologis tanpa penguatan 

regulasi justru berpotensi memindahkan modus penyimpangan dari ranah 

manual ke ranah digital. Harmonisasi regulasi digital dan sistem audit berbasis 

teknologi masih belum optimal dalam menutup celah manipulasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa reformasi peran lembaga pertanahan harus berbasis 

reformasi substansi hukum dan penguatan mekanisme kontrol, bukan sekadar 

modernisasi sistem. 

Dari perspektif struktur hukum, lemahnya koordinasi antara ATR/BPN 

dan aparat penegak hukum lainnya turut memperlemah efektivitas penanganan 

mafia tanah. Kurangnya integrasi lintas lembaga menyebabkan penanganan 

kasus mafia tanah berjalan parsial dan tidak memberikan efek jera yang 

memadai. Ketiadaan pola koordinasi yang sistematis menunjukkan bahwa 

struktur hukum belum bekerja secara sinergis dalam kerangka sistem hukum 

yang utuh. 

Dimensi pertanggungjawaban pejabat pertanahan juga memperlihatkan 

kelemahan normatif yang signifikan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban 

administratif dan pidana pejabat pertanahan belum dirumuskan secara tegas dan 

operasional. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan 

terjadinya penghindaran tanggung jawab. Reformasi regulasi harus 

mempertegas standar akuntabilitas, mekanisme pembuktian penyalahgunaan 

kewenangan, serta pemberlakuan sanksi yang proporsional dan efektif.  

Pengawasan terhadap PPAT sebagai aktor strategis dalam proses peralihan 

hak juga menjadi titik lemah dalam sistem pertanahan. Lemahnya kontrol 

terhadap profesi PPAT membuka ruang rekayasa transaksi dan manipulasi akta. 

Reformasi peran lembaga pertanahan harus memperkuat mekanisme audit dan 

pengawasan terhadap profesi pendukung agar sistem pertanahan tidak menjadi 

pintu masuk praktik mafia tanah. 

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas tanah 

menuntut pendekatan preventif yang sistemik. Pentingnya penguatan kontrol 

internal dan pembaruan regulasi sebagai instrumen perlindungan aktif. Oleh 

karena itu, ATR/BPN tidak boleh sekadar menjadi administrator data, tetapi 

harus bertransformasi menjadi institusi kontrol yang memiliki kapasitas deteksi 

dini terhadap potensi sengketa dan manipulasi. 

Selain itu, lemahnya integrasi sistem informasi pertanahan nasional 

menjadi faktor yang memperbesar risiko sertifikat ganda dan konflik 

kepemilikan. Tidak terhubungnya sistem data pertanahan secara nasional 

menciptakan celah administratif yang rentan disalahgunakan. Reformasi 
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kelembagaan harus diarahkan pada pembangunan sistem informasi terpadu 

berbasis keamanan siber yang kuat dan real-time. 

Secara konseptual, seluruh persoalan tersebut menunjukkan bahwa 

problem mafia tanah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi oleh 

ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya 

hukum birokrasi. Reformasi peran lembaga pertanahan harus dilakukan melalui 

pendekatan sistem hukum secara menyeluruh, dengan memperbaiki desain 

regulasi, memperkuat struktur pengawasan, serta membangun integritas 

aparatur. Tanpa reformasi sistemik, setiap celah administratif akan terus 

dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berorientasi pada keuntungan ilegal. 

Dengan demikian, reformasi peran lembaga pertanahan dalam 

menghadapi mafia tanah merupakan keharusan yuridis yang tidak dapat ditunda. 

Pembaruan tersebut harus bersifat preskriptif dan operasional: mempertegas 

norma pertanggungjawaban pejabat, memperkuat integrasi sistem data nasional, 

membangun mekanisme audit berlapis, serta menanamkan budaya hukum yang 

berintegritas. Hanya melalui reformasi yang komprehensif dan konsisten, hukum 

agraria dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kepastian hukum dan 

perlindungan hak masyarakat atas tanah. 

 

B. Analisis Pencegahan dan Solusi Tindak Pidana Pertanahan oleh Mafia 

Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas 

Tanah 

Praktik mafia tanah merupakan manifestasi kejahatan terorganisir yang 

secara langsung mengancam tujuan hukum agraria nasional, yakni menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi setiap warga negara. 

Dalam perspektif teori kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan pada Bab 

II, keberadaan sistem pendaftaran tanah seharusnya menjadi instrumen utama 

untuk memastikan kejelasan status hak, subjek hukum, dan objek tanah secara 

sah dan terlindungi. Namun dalam praktiknya, mafia tanah memanfaatkan 

kelemahan administratif termasuk sistem verifikasi data dan validasi dokumen 

untuk melakukan pemalsuan sertifikat serta manipulasi riwayat yuridis tanah. 

Sistem pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya teregister secara elektronik 

dan terintegrasi membuka celah eksploitasi oleh jaringan mafia tanah karena 

belum terselenggara secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem keamanan 

digital yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa problem mafia tanah bukan 

sekadar kejahatan individual, melainkan cerminan kelemahan struktural dalam 

sistem administrasi pertanahan. 

Dalam perspektif konstitusional, pencegahan dan penanggulangan mafia 

tanah sesungguhnya berakar pada mandat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan 
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bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini 

bukan sekadar norma deklaratif, melainkan landasan filosofis dan yuridis bagi 

seluruh kebijakan agraria nasional. Dalam kerangka teori penguasaan negara 

sebagaimana telah dibahas pada Bab II, frasa “dikuasai oleh negara” 

mengandung kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, 

dan mengawasi pemanfaatan tanah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak 

yang merugikan kepentingan umum. Praktik mafia tanah secara langsung 

bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut karena mengalihkan fungsi 

sosial tanah menjadi instrumen spekulasi dan manipulasi hukum. Oleh karena 

itu, kegagalan negara dalam mencegah mafia tanah tidak hanya merupakan 

persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran terhadap 

mandat konstitusional dalam menjamin kemakmuran rakyat dan kepastian 

hukum atas tanah. Dengan demikian, pembaharuan regulasi dan penguatan 

sistem pertanahan harus diposisikan sebagai implementasi kewajiban 

konstitusional negara, bukan sekadar kebijakan teknis sektoral. Dengan 

demikian, setiap kebijakan pencegahan mafia tanah harus dipahami sebagai 

perwujudan fungsi penguasaan negara yang bersifat publik dan konstitusional. 

Upaya pencegahan mafia tanah melalui reformasi administrasi dan 

teknologi harus dipahami sebagai kebutuhan kelembagaan yang fundamental, 

bukan sekadar kebijakan teknis. Digitalisasi pendaftaran tanah, termasuk 

penerapan sertifikat elektronik dan integrasi basis data nasional, berpotensi 

memperkecil ruang manipulasi administratif yang selama ini dimanfaatkan oleh 

mafia tanah. Namun, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan 

regulasi, sistem pengawasan, serta integritas aparatur. Efektivitas pendaftaran 

tanah dalam menekan praktik mafia tanah masih rendah apabila tidak disertai 

reformasi menyeluruh terhadap desain sistem pendaftaran dan tata kelola basis 

data pertanahan. Dengan demikian, transformasi digital harus diposisikan 

sebagai bagian dari reformasi sistemik, bukan sekadar modernisasi prosedural. 

Secara yuridis, fungsi pendaftaran tanah sebagai instrumen perlindungan 

hukum memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum pertanahan 

nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

memegang tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa proses 

pendaftaran dilakukan secara transparan, cermat, dan berbasis asas kehati-hatian 

untuk mencegah terjadinya manipulasi data yang merugikan pemegang hak yang 

sah. Namun, efektivitas norma tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kesadaran dan literasi hukum masyarakat dalam melakukan pencatatan peralihan 

hak serta pembaruan data pertanahan. Rendahnya literasi hukum pertanahan 

berkorelasi dengan meningkatnya risiko tindak pidana pertanahan, karena 
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masyarakat kurang memahami pentingnya validitas administratif dalam menjaga 

kepastian hukum atas tanah. 

Dalam dimensi penegakan hukum, peran aparat penegak hukum menjadi 

krusial dalam memutus mata rantai praktik mafia tanah. Penegakan hukum yang 

efektif harus mampu mendeteksi pola manipulasi administratif, membuktikan 

unsur pidana secara tepat, serta menjatuhkan sanksi yang proporsional dan 

konsisten untuk menciptakan efek jera. Penanganan mafia tanah tidak cukup 

dilakukan secara administratif, tetapi harus diproses secara pidana apabila 

memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum pidana yang tegas dan 

konsisten merupakan bagian integral dari strategi pencegahan, karena risiko 

hukum yang tinggi akan mempersempit ruang gerak pelaku dalam melakukan 

rekayasa sertifikat dan manipulasi hak atas tanah. 

Selain aparat penegak hukum, profesi yang terlibat langsung dalam 

transaksi pertanahan, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memegang 

posisi strategis dalam mencegah praktik mafia tanah. PPAT sebagai pembuat 

akta otentik memiliki kewajiban profesional untuk memastikan kebenaran 

formal dan material atas setiap peralihan hak yang dituangkan dalam akta. 

Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap PPAT dapat memperbesar 

peluang terjadinya manipulasi akta dan rekayasa transaksi yang berujung pada 

konflik pertanahan. Oleh karena itu, reformasi pengawasan profesi PPAT 

merupakan bagian penting dari strategi pencegahan sistemik. 

Pembentukan Satuan Tugas Mafia Tanah merupakan bentuk respons 

struktural terhadap meningkatnya kompleksitas tindak pidana pertanahan. 

Sinergi antara ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan bahwa 

penanganan mafia tanah membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Namun, 

efektivitas Satgas masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan. Belum 

adanya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif tugas dan 

kewenangan Satgas, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi 

masyarakat menjadi faktor yang menghambat kinerja optimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan melalui 

pembaruan regulasi yang memberikan dasar hukum yang lebih operasional dan 

jelas. 

Pencegahan mafia tanah juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral 

dan prinsip hukum, khususnya asas itikad baik dalam setiap transaksi 

pertanahan. Asas ini berfungsi sebagai standar etik sekaligus standar yuridis 

dalam menilai keabsahan perolehan hak atas tanah. Internalisasi asas itikad baik 

dalam praktik peralihan hak dapat mempersempit ruang penyalahgunaan 

prosedur administratif dan memperkuat legitimasi sistem pertanahan. Dengan 

demikian, pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi itikad baik 

menjadi elemen penting dalam strategi preventif. 
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Secara komprehensif, pencegahan mafia tanah dalam rangka mewujudkan 

kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah mensyaratkan pendekatan 

multi-dimensi yang melibatkan reformasi administrasi pertanahan, digitalisasi 

sistem pendaftaran, penguatan regulasi, peningkatan integritas aparatur, serta 

literasi hukum masyarakat. Sinergi antara kebijakan teknologis dan penguatan 

norma hukum menjadi kunci untuk menutup celah manipulasi yang selama ini 

dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Tanpa integrasi sistem yang kuat dan 

pengawasan internal yang efektif, digitalisasi hanya akan memindahkan modus 

penyimpangan ke ranah yang lebih canggih. 

Secara konseptual, model pencegahan mafia tanah harus dirancang secara 

terintegrasi melalui harmonisasi regulasi, rekonstruksi struktur kelembagaan, 

modernisasi teknologi administrasi pertanahan, serta pemberdayaan masyarakat 

melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan. Pendekatan yang parsial dan 

sektoral tidak akan mampu mengatasi problem yang bersifat sistemik. Oleh 

karena itu, desain kebijakan harus memadukan fungsi preventif, represif, dan 

korektif dalam satu kerangka sistem hukum agraria yang utuh dan konsisten. 

Pada akhirnya, pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia 

tanah harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai tujuan hukum. Reformasi 

kelembagaan pertanahan harus memastikan bahwa hak atas tanah tidak hanya 

diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

terlindungi secara nyata melalui administrasi yang transparan, akuntabel, dan 

berintegritas. Hanya dengan reformasi yang komprehensif dan konsisten, hukum 

agraria dapat berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat 

serta sebagai benteng terhadap praktik mafia tanah yang merusak tatanan hukum 

dan kepercayaan publik.



 
 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Reformasi peran lembaga pertanahan dalam menghadapi mafia tanah harus 

dilakukan melalui pembaruan regulasi yang mempertegas akuntabilitas 

pejabat, penguatan sistem pengawasan, serta integrasi dan digitalisasi sistem 

informasi pertanahan nasional. Reformasi ini diperlukan untuk menutup celah 

administratif yang dimanfaatkan mafia tanah serta memastikan lembaga 

pertanahan menjalankan mandat konstitusional dalam menjamin kepastian 

hukum atas tanah. 

2. Pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah harus 

dilaksanakan secara terpadu melalui langkah preventif dan represif, yaitu 

digitalisasi pendaftaran tanah yang transparan, penguatan koordinasi 

penegakan hukum, pengawasan terhadap PPAT, serta peningkatan literasi 

hukum masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kepastian hukum dan 

perlindungan hak masyarakat atas tanah dapat diwujudkan secara nyata, tidak 

hanya normatif tetapi juga efektif dalam praktik.
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